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ABSTRACT 

Legal disputes are a constant in everyday people's lives. The legal dispute in question cannot be 
satisfied by using deliberation for consensus, so it must be satisfied by using legal channels. To assist in the 
resolution of such legal disputes, which must be confirmed by a court of law, professional legal advice is 
required. Professional advice in question can be obtained from legal advice given by a lawyer. Advocates as 
the only legal practitioners in Indonesia have the professional integrity needed to carry out their work. In 
particular, Article 16 of Law no. 18 of 2003 concerning Advocates states that advocates may not be 
contacted either privately or openly when launching their capacity to get clients. When the lawyers in 
question are giving legal advice, especially when they are negotiating with other parties, problems 
suddenly arise. Based on the results of research that the implementation of the advocate's immunity rights 
has not been fully implemented in accordance with the provisions in Article 16 of Law Number 18 o f 2003 
concerning Advocates. This can be seen from the majority of the opinions of law enforcement respondents 
in the City of Magelang and its surroundings. The factors that impede the implementation of advocate 
immunity rights are divided into  l2 l(two), lnamely linternal lfactors l(advocate lbehavior lthat ldoes lnot lrespect 
lthe lcode lof lethics lof lthe ladvocate lprofession land ladvocate lorganizations lthat lare ldivided) land lexternal 
lfactors l(other llaw lenforcers l(investigators, lprosecutors, ljudges) l) land lthe lpublic l(opposing lparties lor lthe 
lvictim's lfamily) lwho ldo lnot lknow lor ldo lnot lunderstand land/or lunderstand lthe lexistence lof ladvocate 
limmunity lrights]. lThe lsolution lto lthis lproblem lis lto lform la lsingle lbar lfor ladvocate lorganizations l(single 
lbar) lthat lcan lmonitor ladvocate lbehavior land lcan ldefend ladvocate lrights lthat lhave lbeen lviolated land 
lestablish lproportional lcooperative lrelationships l(according lto ltheir lrespective lduties, lfunctions land 
lauthorities) lwith lother llaw lenforcers. l(investigators, lprosecutors, ljudges) lin lupholding lthe ljustice lsystem lin 
lIndonesia. 

Keywords : implementasi, hak imunitas advokat, pembelaan klien. 
 

ABSTRAK 
Sengketa hukum adalah konstan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sengketa hukum 

yang bersangkutan tidak dapat dipuaskan dengan menggunakan musyawarah jalur mufakat, maka 
harus dipuaskan dengan menggunakan jalur hukum. Untuk membantu penyelesaian sengketa hukum 
tersebut, yang harus dikukuhkan oleh pengadilan hukum, diperlukan nasihat hukum profesional. 
Nasihat profesional yang dimaksud dapat diperoleh dari nasihat hukum yang diberikan oleh seorang 
pengacara. Advokat sebagai satu-satunya praktisi hukum di Indonesia memiliki integritas profesional 
yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaannya. Secara khusus, Pasal 16 Undang-Undang No. 18 
Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa advokat tidak boleh dihubungi baik secara tertutup 
maupun terbuka saat meluncurkan kapasitasnya untuk mendapatkan klien. Ketika pengacara yang 
bersangkutan sedang memberikan nasihat tentang hukum, terutama saat mereka melakukan negosiasi 
dengan pihak lain, tiba-tiba muncul masalah. lBerdasarkan lhasil lpenelitian lbahwa limplementasi ldari lhak 
limunitas ladvokat ltersebut lbelum lsepenuhnya lberjalan lsesuai ldengan lketentuan ldalam lPasal l16 
lUndang-Undang lNomor l18 lTahun l2003 ltentang lAdvokat. lHal ltersebut ldapat ldilihat ldari lmayoritas 
lpendapat lpara lresponden lpenegak lhukum lwilayah lKota lMagelang ldan lsekitarnya. lAdapun lfaktor-faktor 
lyang lmenghambat limplementasi lhak limunitas ladvokat lterbagi lmenjadi l2 l(dua), lyaitu lfaktor linternal 
l(perilaku ladvokat lyang lkurang lmenjunjung lkode letik lprofesi ladvokat ldan lorganisasi ladvokat lyang 
lterpecah lbelah) ldan lfaktor leksternal l[penegak lhukum llain l(penyidik, ljaksa, lhakim) ldan lmasyarakat 
l(pihak llawan latau lkeluarga lkorban) lyang lbelum latau ltidak lmengetahui ldan/atau lmemahami ladanya 
lhak limunitas ladvokat. lSolusi ldari lpermasalahan ltersebut ladalah ldengan lmembentuk lwadah ltunggal 
lorganisasi ladvokat l(single lbar) lyang ldapat lmengawasi lperilaku ladvokat ldan ldapat lmembela lhak-hak 
ladvokat lyang ldilanggar lserta lmenjalin lhubungan lkerjasama lyang lproporsional l(sesuai ltugas, lfungsi ldan 
lkewenangannya lmasing-masing) ldengan lpenegak lhukum llain l(penyidik, ljaksa, lhakim) ldalam 
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lmenegakkan lsistem lperadilan ldi lIndonesia. 
 

Kata kunci: implementasi, hak imunitas advokat, pembelaan klien. 

PENDAHULUAN 

 Persoalan-persoalan lantar lindividu lmaupun lkelompok lsering ltimbul ldan ltidak ldapat 

ldihindari ldi ldalam lkehidupan lbermasyarakat. lPersoalan-persoalan lyang lsering lterjadi 

ltersebut ldiantaranya ladalah lsengketa lhukum. lSengketa lhukum ltersebut ladakalanya ltidak 

ldapat ldiselesaikan lsendiri loleh lpara lpihak lmelalui ljalur lmusyawarah luntuk lmufakat lsehingga 

lharus ldiselesaikan lmelalui ljalur lhukum l(proses lpengadilan). lKetika lsengketa lhukum ltersebut 

lharus ldiselesaikan lmelalui ljalur lhukum ladakalanya lpara lpihak lmembutuhkan ljasa lprofesional 

ldi lbidang lhukum luntuk lmembantu lmenyelesaikan lsengketa lhukum ltersebut. lHal ltersebut 

ldikarenakan lkurangnya lpengetahuan ldan lpemahaman lpara lpihak lmengenai lsengketa lhukum 

ltersebut ldan lcara lpenyelesaiannya. lJasa lprofesional lhukum ltersebut ldapat ldiperoleh ldari ljasa 

lhukum lyang ldiberikan loleh ladvokat lbaik litu ladvokat lindependen lmaupun ladvokat lpublik ldari 

lKantor lLembaga lBantuan lHukum l(LBH). lJasa lhukum ltersebut lmeliputi lpemberian lkonsultasi 

lhukum, lbantuan lhukum, lmenjalankan lkuasa, lmewakili, lmendampingi, lmembela, ldan 

lmelakukan ltindakan lhukum llain luntuk lkepentingan lhukum lklien. lSeorang ladvokat lagar ldapat 

lmendampingi latau lmewakili lklien ldalam lpenyelesaian lperkara lbaik lperkara lperdata lmaupun 

lpidana lharus ldiawali ldengan ladanya lsuatu likatan lsupaya lterjadi lhubungan lhukum lantara 

ladvokat ldengan lkliennya ltersebut.Hubungan lhukum lantara ladvokat ldengan lkliennya ldapat 

lterjadi lkarena ladanya lsuatu lperjanjian lmaupun lberdasarkan lperaturan lperundang-undangan. 

lHubungan lhukum lyang lterbentuk lkarena lperjanjian ltersebut lberdasarkan lketentuan lPasal 

l1792 lKUHPerdata lmenyatakan lbahwa: l“Pemberian lkuasa ladalah lsuatu lperjanjian ldengan 

lmana lseorang lmemberikan lkekuasaan lkepada lseorang llain, lyang lmenerimanya, luntuk ldan 

latas lnamanya lmenyelenggarakan lsuatu lurusan.” lAdapun lhubungan lhukum lyang lterbentuk 

lkarena lketentuan ldalam lperaturan lperundang-undangan lberdasarkan lPasal l54 lKUHAP 

lmenyatakan lbahwa: l“Guna lkepentingan lpembelaan, ltersangka latau lterdakwa lberhak 

lmendapat lbantuan lhukum ldari lseorang latau llebih lpenasehat lhukum lselama ldalam lwaktu ldan 

lpada ltiap ltingkat lpemeriksaan, lmenurut ltatacara lyang lditentukan ldalam lundang-undang lini.” 

lPasal l56 lKUHAP lmenyebutkan lbahwa lsetiap lorang lyang ldiancam ldengan lpidana l5 l(lima) 

ltahun latau llebih lwajib lmendapat lpendampingan ldari lseorang ladvokat ldan lapabila ltersangka 

latau lterdakwa ltersebut ltidak lsanggup luntuk lmenyewa lseorang ladvokat lmaka lpemerintah 

lwajib lmenyediakan lseorang ladvokat lpendamping lsecara lcuma-Cuma l(prodeo). lPersoalanbaru 

ltimbul lketika lpara ladvokat ltersebut lsedang lmenjalankan lkapasitasnya ldi ldalam lmemberikan 

ljasa lhukum lkepada lklien lterutama ldi ldalam lmelakukan lpembelaan lterhadap lklien. lAdanya 

lpersoalan ltersebut lterkait ldengan lupaya-upaya lyang ldilakukan ladvokat ldi ldalam lmelakukan 

lpembelaan lterhadap lkliennya, lbaik ldi ldalam lmaupun ldiluar lpersidangan lyang ldianggap 

ldan/atau ldinilai ltelah lmelanggar lketentuan lhukum lpidana lyang lberlaku ldi lIndonesia. 

lSehingga lpara ladvokat ltersebut ldapat ldipidanakan lketika lsedang lmenjalankan lkapasitasnya 

ldi ldalam lmelakukan lpembelaan lterhadap lklien, lyang ltentu lsaja lakan lberdampak lpada lkinerja 

ladvokat litu lsendiri lketika lmelaksanakan lkapasitasnya ldalam lmelakukan lpembelaan lterhadap 

lklien. lPersoalan ltersebut ldi latas lsangat lpenting luntuk ldikaji lkarena ladvokat lmerupakan 

lbagian ldari lsistem lpenegakan lhukum ldi lIndonesia ldan lprofesi ladvokat lsendiri ltelah ldiatur 

ldalam lperaturan lperundang-undangan lyakni lUndang-Undang lNomor l18 lTahun l2003 ltentang 

lAdvokat l(selanjutnya ldisebut lUndang-Undang lAdvokat). lUndang-Undang ltersebut 
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lmemberikan lperlindungan lhukum lkepada lprofesi ladvokat ldari lupaya-upaya lyang lbertujuan 

lmenghalangi ldan/atau lmemangkas lkinerja ladvokat ldalam lmenjalankan lkapasitasnya lsebagai 

ladvokat lyang lindependen. lPengertian ladvokat lsendiri lterdapat ldi ldalam lPasal l1 layat l(1) 

lUndangUndang lAdvokat lyang lberbunyi: l“Advokat ladalah lorang lyang lberprofesi lmemberikan 

ljasa lhukum lbaik ldi ldalam lmaupun ldiluar lpengadilan lyang lmemenuhi lpersyaratan 

lberdasarkan lketentuan lUndang-Undang”. lSehingga lPeran ldan lfungsi ladvokat lmeliputi 

lpekerjaan lbaik lyang ldilakukan ldi ldalam lmaupun ldi lluar lpengadilan ltentang lmasalah lhukum 

lpidana, lperdata lmaupun lhukum ltata lnegara. lBerdasarkan luraian ltersebutdapat ldipahami 

lbahwa ladvokat lmempunyai lkualifikasi ldan lotorisasi luntuk lberpraktek ldi lpengadilan ldalam 

lmemberikan lnasihat lhukum ldan lmendampingi lserta lmembela lkliennya ldalam lpersoalan 

lhukum, lsehingga lkebebasan lprofesi ladvokat lsangatlah lpenting lmanfaatnya lbagi lmasyarakat 

lyang lmemerlukan ljasa lhukum l(legal lservices) ldan lpembelaan l(litigation) ldari lseorang 

ladvokat. lSeorang langgota lmasyarakat lyang lperlu ldibela lakan lmendapat ljasa lhukum ldari 

lseorang ladvokat lindependen, lyang ldapat lmembela lsemua lkepentingan lkliennya ltanpa lragu-

ragu. l1 

Undang-Undang lAdvokat lPasal l16 lmenyebutkan lbahwa: l“Advokat ltidak ldapat ldituntut, lbaik 

lsecara lperdata lmaupun lpidana ldidalam lmenjalankan ltugas lprofesinya ldengan liktikad lbaik 

luntuk lkepentingan lpembelaan lklien” lyang lberarti lbahwa ladvokat ltersebut lmempunyai lhak 

limunitas luntuk ltidak ldapat ldituntut lketika lmenjalankan lprofesinya ldalam lmembela lklien. 

lPenjelasan lPasal l16 lUndang-Undang lAdvokat lmenyebutkan lbahwa lyang ldimaksud l“Iktikad 

lbaik” ladalah lmenjalankan ltugas lprofesi ldemi ltegaknya lkeadilan lberdasarkan lhukum luntuk 

lmembela lkepentingan lkliennya. lAdvokat ljuga ltidak ldapat ldiidentifikasikan ldengan lkliennya. 

lHal ltersebut ldisebutkan lsecara leksplisit ldi ldalam lPasal l18 layat l(2) lUndangUndang lAdvokat 

lyang lberbunyi: l“Advokat ltidak ldapat ldiidentikkan ldengan lkliennya ldalam lmembela lperkara 

lkliennya loleh lpihak lyang lberwenang ldan latau lmasyarakat”. lHal ltersebut lmemberikan 

lgambaran lbahwa ladvokat lberhak luntuk lmembela lsiapapun ltanpa lterkecuali, lbahkan ljika 

lkliennya ltersebut ljelasjelas ltelah lmelakukan lsuatu ltindakan lmelanggar lhukum.Pasal l10 lhuruf 

le lmenyebutkan lbahwa l“Pemberi lBantuan lHukum lberkewajiban luntuk lmemberikan lBantuan 

lHukum lkepada lPenerima lBantuan lHukum lberdasarkan lsyarat ldan ltata lcara lyang lditentukan 

ldalam lUndang-Undang lini lsampai lperkaranya lselesai l....”. lSelain litu lPasal l56 lKUHAP 

lmenyebutkan lbahwa lsetiap lorang lberhak luntuk lmendapatkan lbantuan lhukum, lmeskipun 

lorang ltersebut ljelas-jelas ltelah lmelakukan ltindakan lyang lmelanggar lhukum. lHal ltersebut 

lsesuai lprinsip lbahwa lsetiap lorang lberhak luntuk lmendapatkan lbantuan lhukum lsecara lwajar. 

lBerdasarkan lpenjelasan ltersebut ldi latas lmaka ldapat ldisimpulkan lbahwa lsetiap ladvokat 

lmemiliki lkekebalan l(hak limunitas) ldalam lmenjalankan ltugasnya lsebagai ladvokat lindependen. 

lHak limunitas ltersebut ladalah lkebebasan ldari ladvokat luntuk lmelakukan latau ltidak lmelakukan 

lsetiap ltindakan ldan lmengeluarkan lpendapat, lketerangan latau ldokumen lkepada lsiapapun 

ldalam lmenjalankan ltugas lprofesinya, lsehingga ldia ltidak ldapat ldihukum lsebagai lkonsekuensi 

ldari lpelaksanaan ltugas lprofesinya. lKebebasan lyang ldimaksud ldisini ladalah lterhadap ldan 

lkarena ltindakannya ltersebut, lterhadap lpara ladvokat ldan lkliennya ltidak ldilakukan ltekanan, 

lancaman, lhambatan, lketakutan latau lperlakuan lyang lmerendahkan lharkat ldan lmartabat 

lprofesi ladvokat. 2 

                                              
1
 Frans Hendra Wiranata, 1995,  Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan, Sinar Harapan, 

Jakarta, hlm.36-37 
2
 H.P.Panggabean, 2010, Manajemen Advokasi, P.T. Alumni, Jakarta, hlm. 151 
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Walaupun lterdapat lketentuan lhukum lyang ljelas lmengenai lhak limunitas ladvokat ltersebut 

ldiatas, lnamun lpada lkenyataannya lmasih lterdapat lkasus-kasus lhukum lyang lmenjadikan lpara 

ladvokat lsebagai ltersangka ldan/atau lterdakwa lketika ladvokat ltersebut lsedang lmenjalankan 

lkapasitasnya ldalam lmelakukan lpembelaan lterhadap lklien. lSepertikasus lyang lmempidanakan 

ldua ladvokat lLembaga lBantuan lHukum l(LBH) lJakarta lyakni lIgor lGemdita lHutapea ldan lObed 

lSakti lAndre lDominika. lKedua ladvokat ltersebut ldipidanakan lketika lmelakukan lpendampingan 

lterhadap lpara lburuh lyang lmelakukan laksi lunjuk lrasa l(demonstrasi) ldi ldepan lIstana lyang 

lmenuntut lpembatalan lPP lNo. l75 lTahun l2015 ltentang lPengupahan l(selanjutnya ldisebut lPP 

lPengupahan) lpada ltanggal l30 lOktober l2015 lyang llalu. lKasus ltersebut lbermula lketika lKedua 

ladvokat lyang lsaat litu lsedang lmelakukan lpendampingan laksi lunjuk lrasa lditangkap loleh 

loknum lpolisi ldan lkemudian ldimasukkan lke ldalam lpenjara lbersama ldengan l1 lorang 

lmahasiswa ldan l23 laktivis lburuh llainnya lkarena ldiduga lmelakukan lpelanggaran lhukum 

ldengan ltidak lmembubarkan ldiri ldalam laksi lunjuk lrasa lsesuai ldengan lPeraturan lKapolri 

lNomor l9 lTahun l2008 ltentang lTata lCara lPenyelenggaraan lPelayanan, lPengamanan, ldan 

lPenanganan lPerkara lPenyampaian lPendapat ldi lmuka lUmum l(selanjutnya ldisebut lPerkap 

l9/2008) lyang lmembatasi laksi lunjuk lrasa lhingga lpukul l18.00 lWIB. lKasus ltersebut lakhirnya 

lsudah lresmi ldiputus loleh lMajelis lHakim lPengadilan lNegeri lJakarta lPusat ldengan lnomor 

lputusan lperkara l344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST lpada lhari lSelasa ltanggal l22 lNovember l2016 

lyang lamar lputusannya ladalah ltidak lterbukti lsecara lsah ldan lmeyakinkan lmelakukan ltindak 

lpidana lyang ldidakwakan lJaksa lPenuntut lUmum l(JPU) lyaitu lmelanggar lPasal l216 ldan lPasal 

l218 lKitab lUndang-Undang lHukum lPidana l(selanjutnya ldisebut lKUHP) ljo. lPasal l15 lUndang-

Undang lNomor l9 lTahun l1998 ltentang lKemerdekaan lMenyampaikan lPendapat ldi lMuka lUmum 

l(selanjutnya ldisebut lUU lKMPDMU).3 

Berdasarkan luraian ltersebut lmaka ldapat ldisimpulkan lbahwa lhak limunitas ladvokat 

ltersebut lsangat lpenting luntuk ldipahami ltidak lhanya loleh ladvokat lmelainkan loleh lsemua 

lpihak, lbaik litu loleh lmasyarakat lumum, lklien lmaupun laparat lpenegak lhukum lyang llain lagar 

lsemua lpihak ltersebut lmemahami lkedudukan ladvokat ldi ldalam lsistem lpenegakan lhukum ldi 

lIndonesia. lHal ltersebut luntuk lmencegah ldan lmenghindari ladanya ltindakan lkriminalisasi 

lterhadap ladvokat lketika ladvokat ltersebut lmenjalankan lkapasitasnya ldalam lmelakukan 

lpembelaan lterhadap lklien. lSehingga ladvokat ldapat lmenjalankan lperan ldan lfungsinya ldalam 

lmelakukan lpembelaan lterhadap lklien ldengan lmaksimal ldan lindependen. lMeskipun lbegitu, 

lhak limunitas ladvokat ltersebuttidak lberlaku lsecara lmutlak ldan lmempunyai 

lbatasanbatasantertentu. lPasal l16 lUndang-Undang lAdvokat lmemberikan lbatasan ldari lhak 

limunitas ltersebut, lyakni lharus ldilakukan ldengan liktikad lbaik ldan ldilakukan luntuk 

lkepentingan lpembelaan lkliennya, lyang ldalam lhal lini lhak limunitas lberlaku lhanya lketika 

ladvokat ltersebut lsedang lmelakukan ltugas lprofesinya ldalam lmembela lklien lbaik ldi ldalam 

lmaupun ldiluar lsidang lpengadilan. lPasal l14 ldan lPasal l15 lUndang-Undang lAdvokat ljuga 

lmenyebutkan lkebebasan ladvokat ldalam lmembela lkliennya ljuga lterbatas lselama ladvokat 

ltersebut ltidak lmelanggar lketentuan-ketentuan ldalam lKode lEtik lProfesi lAdvoktat l(selanjutnya 

ldisebut lKEPA) ldan lperaturan lperundang-undangan. 

METODE PENELITIAN 

Metode lPenelitian lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah lmetode lpendekatan 

                                              
3 26 Aktifis Buruh Divonis Bebas, LBH: Perjuangan Kita Berhasil! http://hukumonline.com diunduh tanggal 
23 Mei 2017, pukul 07.00 WIB. 
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lyuridis lnormatif, lyaitu lpenelitian lyang lhanya ldilakukan ldengan lcara lmeneliti lbahan lpustaka 

latau ldata lsekunder lyang lbersifat lhukum ldan ldisebut ljuga lpenelitian lkepustakaan.Penelitian 

lini ldilakukan lterhadap lperaturan lperundang-undangan, lnorma-norma lpositif ldan lsistem 

lperundang-undangan lyang lberkaitan ldengan lmasalah lskripsi lini. lMetode lpendekatan lini 

lbertujuan luntuk lmenjelaskan ltentang lapa lyang ldikaji ldan lditeliti ldengan lnorma latau lhukum 

lmelalui lsumber lhukum lpositif lsehingga ldapat lmenjawab lpersoalan lhukum lyang lada lsesuai 

ldengan lketentuan lhukum lpositif lyang lberlaku ldi lIndonesia. lPenelitian lini lfokus lpada 

lbagaimana limplementasi lhak limunitas ladvokat ldi lIndonesia lyang lbenar lmenurut lUndang-

Undang lAdvokat.Bahan lpenelitian lyang ldigunakan ldalam lpenelitian lini ladalah lpenelitian 

lkepustakaan ldan lpenelitian llapangan. lData lyang ldigunakan ldalam lmetode lnormatif ladalah 

ldata lsekunder. lData lsekunder lyang ldigunakan lmencakup lbahan lhukum lprimer, lbahan lhukum 

lsekunder ldan lbahan lhukum ltersier. lHal ltersebut lkarena lpenulisan lhukum lyang lbersifat 

lnormatif lselalu lmenitik lberatkan lpada ldata lsekunder.4 

Bahan hukum primer dari penelitian ini : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Bantuan Hukum, Putusan Pengadilan 

Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PS. Bahan hukum sekunder dari 

penelitian ini adalah lbuku latau ljurnal lhukum lyang lberisi lprinsip-prinsip ldasar l(asas lhukum), 

lpandangan lpara lahli lhukum l(doktrin) ldan lhasil lpenelitian lhukum lyang lberkaitan ldengan 

lpenelitian lini. lBahan lhukum ltersier ladalah lbahan lyang lbukan lmerupakan lbahan lhukum ltetapi 

lterkait ldengan lpenelitian lyang ldilakukan lsehingga ldapat lmendukung lproses lanalisis lyang 

ldilakukan, lseperti lkamus lhukum, lensiklopedia lhukum, lKamus lBesar lBahasa lIndonesia, lKamus 

lInggris, lEnsiklopedia lUmum ldan lbahan-bahan llain lyang lrelevan lterhadap lpenelitian lyang 

ldilakukan. lSpesifikasi lpenelitian lyang ldigunakan ladalah lpenelitian ldeskriptifanalitis, lyaitu 

lmenggambarkan lperaturan lperundang-undangan lyang lberlaku lyang lkemudian ldikaitkan 

ldengan lteori-teori lhukum ldan lpraktek lpelaksanaan lhukum lpositif lyang lmenyangkut 

lpermasalahan.5 

Pengertian ldeskriptif ldisini ladalah lmenggambarkan lgejala-gejala ldi llingkungan 

lmasyarakat lterhadap lsuatu lkasus lyang lditeliti, lpendekatan lyang ldilakukan lyaitu lpendekatan 

lkualitatif lyang lmerupakan lcara lpenelitian lyang lmenghasilkan ldata ldeskriptif.Penelitian lini 

lmelakukan lanalisis lsampai lpada ltaraf ldeskripsi, lyaitu lmenganalisis ldan lmenyajikan lnorma 

lsecara lsistematis lsehingga ldapat llebih lmudah ldipahami ldan ldisimpulkan. lPopulasi ldalam 

lpenelitian lini ladalah lkeseluruhan lkarakteristik lyang lberhubungan ldengan lprofesi ladvokat 

lsebagai lsalah lsatu laparat lpenegak lhukum ldi lIndonesia ldalam lmelakukan lpembelaan lterhadap 

lkliennya. lSehingga lpeneliti lmendapatkan lgambaran lyang ljelas ltentang lpermasalahan lyang 

ldiangkat ldi ldalam lpenelitian lini.Oleh lkarena lbanyaknya lobyek lyang lmenjadi lpopulasi lmaka 

ltidak lmemungkinkan luntuk lditeliti lsecara lkeseluruhan lsehingga lpeneliti lmengambil lsampel. 

lTeknik lpengambilan lsampel ldalam lpenelitian lini lmenggunakan lteknik lpurposive lsampling, 

lyaitu lsampel ldipilih lberdasarkan lpertimbangan ldan ltujuan lpenelitian: lPutusan lPengadilan 

lNegeri lJakarta lPusat lNomor l344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST lyang lamar lputusannya 

lmenyebutkan lbahwa lkedua lpengacara ltersebut lbebas ldari lsegala ltuntutan, lPutusan 

lMahkamah lKonstitusi lNomor l26/PUU-XI/2013. lAgar lmendapat ldata lyang lakurat, lmaka 

                                              
4 Soerjono Soekanto, 2003, Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”, PT Raja Grafindo Parsada, 
Jakarta, hlm. 29. 
5 Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet. 5, Ghalia Indonesia, Jakarta, 
hlm. 35 
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lpengumpulan ldata lprimer ltersebut ldilakukan ldengan lmelakukan lwawancara lterhadap 

lresponden lyaitu laparat lpenegak lhukum ldi lwilayah lkota lMagelang ldan lsekitarnya. 

Alat lpenelitian lpada lpenelitian lini ladalah lStudi lKepustakaan l(library lresearch),adalah 

lmetode lpengumpulan ldata ldengan lmengadakan lstudi lpenelaahan lterhadap lbuku-buku, 

lliteratur-literatur, lcatatan-catatan, ldan llaporan-laporan lyang lada lhubungannya ldengan 

lmasalah lyang lditeliti. lPeneliti lmelakukan lstudi lkepustakaan ldengan lcara lmempelajari ldan 

lmembaca lliteratur-literatur lyang lada lhubungannya ldengan lpermasalahan lyang lmenjadi 

lobyek lpenelitian. lWawancara l/ lInterview ladalah lkegiatan lpengumpulan ldata lprimer lyang 

lbersumber ldari lresponden luntuk lmemperoleh linformasi lyang lberkaitan ldengan lobyek 

lpenelitian ldengan lbertanya llangsung lkepada lresponden. lPenelitian lini lmenggunakan lmetode 

lwawancara lterarah lyaitu lpeneliti lmenggunakan ldaftar lpertanyaan lyang lbersifat lterbuka. 

lMetode lini ldiharapkan lresponden ldapat lmenanggapi lpertanyaan lpeneliti lberdasarkan 

lpendapat ldan lpengetahuannya lsecara lrelevan ldalam lruang llingkup lpermasalahan lyang lditeliti 

ldiperoleh ldata lyang lakurat ldari lpertanyaan lyang ldiajukan. lBahan lhukum l(data) ldari 

lpenelitian lbaik ldata lprimer lmaupun ldata lsekunder ltersebut lkemudian ldianalisis lsecara 

lkualitatifdengan lmenggunakan lmetode linduktif, lyakni lmenggunakan lstrategi lpenelitian lstudi 

lkasus lterhadap lkasus lhukum lyang ltelah lmendapat lputusan lpengadilan lpada ltingkat lpertama 

ldan lwawancara lterhadap lresponden lyang ldikaitkan ldengan lhukum lpositif lyang lberlaku lyang 

ldalam lhal lini ladalah lmengenai limplementasi lhak limunitas ladvokat lterkait lkapasitas ladvokat 

ldalam lmelakukan lpembelaan lterhadap lklien. l. lSemua ldata, lbaik ldata lyang ldiperoleh ldari 

llapangan lmaupun lyang ldiperoleh ldari lkepustakaan lkemudian ldisusun ldan ldiolah lsecara 

lsistematis luntuk ldianalisis ldan lhasil lanalisis ltersebut lakan ldilaporkan ldalam lbentuk lskripsi.  

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kemudian diambil kesimpulan sebagai 

jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. 6 

 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

1. Implementasi Hak Imunitas Advokat Di Indonesia 

 Hak limunitas lberasal ldari lbahasa llatin limmuniteit lyang lberarti lkekebalan latau lhal latau 

lkeadaan lyang ltidak ldapat ldiganggu lgugat. lJika listilah lhak limunitas ltersebut ldikaitkan 

ldengan lhak limunitas ladvokat lmaka ldapat ldiartikan lsebagai lhak latau lkekebalan lyang 

ldimiliki loleh ladvokat ldalam lmenjalankan lprofesinya ldalam lrangka lmembela 

lkepentingan lkliennya.Pengertian ldan lpengaturan lHak lImunitas lAdvokat lterdapat ldi 

ldalam lUndang-Undang lAdvokat. lNamun lpengertian lmengenai lapa lyang ldimaksud 

l“hak limunitas ladvokat” lhanya ldisebutkan lsecara limplisit lpada lPasal l16 lUndang-

Undang lAdvokat lyang lberbunyi: l“Advokat ltidak ldapat ldituntut lbaik lsecara lperdata 

lmaupun lpidana ldalam lmenjalankan ltugas lprofesinya ldengan liktikad lbaik luntuk 

lkepentingan lpembelaan lklien ldalam lsidang lpengadilan.” lKetentuan ltersebut ltidak 

lmenjelaskan lapa lpengertian ldari l“hak limunitas ladvokat” lnamun lhanya lmemberi 

lpenjelasan lbahwa ladvokat lmempunyai lsuatu lkekebalan l(imunitas) luntuk ltidak ldapat 

ldituntut lbaik lsecara lperdata lmaupun lpidana lketika lsedang lmenjalankan ltugas 

lprofesinya ldalam lmembela lklien ldi ldalam lsidang lpengadilan. lAdapun lmaksud ldari 

l‘iktikad lbaik” ldisebutkan ldi ldalam lPenjelasan lPasal l16 lUndang-UndangAdvokat lyang 

                                              
6 Muhammad Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 
192. 
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lberbunyi l“.... liktikad lbaik ladalah lmenjalankan ltugas lprofesi ldemi ltegaknya lkeadilan 

lberdasarkan lhukum luntuk lmembela lkepentingan lkliennya.” lBunyi ldari lPasal l16 

lUndang-Undang lAdvokat lyaitu l“Advokat ltidak ldapat ldituntut lbaik lsecara lperdata 

lmaupun lpidana ldalam lmenjalankan ltugas lprofesinya ldengan liktikad lbaik luntuk 

lkepentingan lpembelaan lKlien ldalam lsidang lpengadilan”. lPenjelasan lPasal l16 lUndang-

Undang lAdvokat lmenyebutkan lbahwa l“yang ldimaksud ldengan ldalam lsidang 

lpengadilan ladalah lsidang lpengadilan ldalam lsetiap ltingkat lpengadilan ldi lsemua 

llingkungan lpengadilan”. lAdanya lPasal l16 lbeserta lpenjelasannya ltersebut lmembuat 

lsejumlah ladvokat lmengajukan lpermohonan lpengujian lundang-undang l(judicial 

lreview) lterhadap lPasal ltersebut lke lMahkamah lKonstitusi.Hal ltersebut ldilakukan 

lkarena lPasal ltersebut ldinilai ltidak lmemberikan lkepastian lhukum lbagi lprofesi ladvokat, 

lyaitu lhanya lmenyebutkan lperlindungan lterhadap ladvokat lketika lmelakukan 

lpembelaan lterhadap lkliennya ldi ldalam lsidang lpengadilan lsaja. lMahkamah lKonstitusi 

lmelalui lPutusan lNomor l26/PUU-XI/2013 lmengabulkan lpermohonan lpengujian 

ltersebut ldan lpada ltanggal l12 lAgustus l2013 lmenyatakan lbahwa lPasal l16 lUndang-

Undang lAdvokat ltersebut lbertentangan ldengan lUndang-Undang lDasar lNegara 

lRepublik lIndonesia lTahun l1945 l(selanjutnya ldisebut lUUD lNRI) ldan ltidak lmempunyai 

lkekuatan lhukum lmengikat lsepanjang ltidak ldimaknai, l“Advokat ltidak ldapat ldituntut 

lbaik lsecara lperdata lmaupun lpidana ldalam lmenjalankan ltugas lprofesinya ldengan 

liktikad lbaik luntuk lkepentingan lpembelaan lklien ldi ldalam lmaupun ldi lluar lsidang 

lpengadilan.” lPutusan ldari lMahkamah lKonstitusi ltersebut lmenegaskan ladanya lhak 

limunitas ladvokat ldi ldalam lmenjalankan lprofesinya lketika lmelakukan lpembelaan 

lterhadap lkliennya, lbaik ldi ldalam lmaupun ldi lluar lsidang lpengadilan lsehingga 

lmemberikan lkepastian lhukum lkepada ladvokat ldalam lmenjalankan lprofesinya. lPasal 

l15 lUndang-Undang lAdvokat ljuga lmengatur lmengenai lkekebalan ladvokat ldalam 

lmenjalankan ltugas lprofesinya luntuk lkepentingan lkliennya ldi lluar lsidang 

lpengadilan.Hak limunitas ladvokat luntuk ltidak ldapat ldituntut lbaik lsecara lperdata 

lmaupun lpidana lketika lmelakukan lpembelaan lterhadap lkliennya ltersebut ljuga 

lmelindungi ladvokat ldalam lmenjalankan lprofesinya lsebagai lpenegak lhukum lkarena 

lmemberikan ladvokat lperlindungan lyang ldijamin loleh lhukum lsehingga ldapat 

lmenjalankan ltugas lprofesinya lsecara lmandiri ldan lbebas ldari lberbagai lkepentingan 

lataupun lintervensi lpihak llain.Menurut lHarlen lSinaga, l“Hak limunitas ladvokat ladalah 

lkebebasan ldari ladvokat luntuk lmelakukan latau ltidak lmelakukan lsetiap ltindakan ldan 

lmengeluarkan latau ltidak lmengeluarkan lpendapat, lketerangan latau ldokumen lkepada 

lsiapapun ldalam lmenjalankan ltugas lprofesinya, lsehingga ldia ltidak ldapat ldihukum 

lsebagai lkonsekuensi ldari lpelaksanaan ltugas lprofesinya”. 

 

2. Eksistensi Advokat 

Eksistensi ladvokat lbukan llagi lhanya lsekedar lprofesi lyang lmemberikan ljasa lhukum 

ltanpa ladanya ljaminan lyang ldilindungi loleh lUndang-undang, lnamun lsudah lmenjadi 

lsalah lsatu lperangkat lkeadilan ldalam lproses lperadilan lyang lmempunyai 

lkedudukan lsetara ldengan lpenegak lhukum llainnya ldalam lmenegakkan lhukum ldan 

lkeadilan. lHal ltersebut ltelah ldisebutkan ldalam lPasal l14 lUndang-Undang lAdvokat 

lyang lberbunyi: l“Advokat lbebas lmengeluarkan lpendapat latau lpernyataan ldalam 

lmembela lperkara lyang lmenjadi ltanggung ljawabnya ldi ldalam lsidang lpengadilan 
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ldengan ltetap lberpegang lteguh lpada lkode letik lprofesi ldan lperaturan lperundang-

undangan.”Ketentuan ltersebut lmenegaskan lbahwa ladvokat lbebas luntuk 

lmengeluarkan lpendapat latau lpernyataan ldalam lmembela lperkara lyang lmenjadi 

ltanggung ljawabnya ldi ldalam lsidang lpengadilan. lPenjelasan lPasal l14 lUndang-

Undang lAdvokat lmenyebutkan lbahwa, lyang ldimaksud l“bebas” ladalah ltidak lada 

ltekanan, lancaman, lhambatan, lrasa ltakut latau lperlakuan lapapun lyang 

lmerendahkan lharkat ldan lprofesi ladvokat lketika lmenjalani ltugas lprofesinya. 

lAdvokat ljuga lbebas ldalam lmenjalankan ltugas lprofesinya luntuk lmembela lperkara 

lyang lmenjadi ltanggung ljawabnya ldengan ltetap lberpegang lpada lKode lEtik lProfesi 

ldan lperaturan lperundang-undangan. lHal ltersebut lsesuai ldengan lbunyi lPasal l15 

lUndang-Undang ladvokat lyaitu: l“Advokat lbebas ldalam lmenjalankan ltugas 

lprofesinya luntuk lmembela lperkara lyang lmenjadi ltanggung ljawabnya ldengan ltetap 

lberpegang lpada lkode letik lprofesi ldan lperaturan lperundang-undangan.” lKetentuan 

lini lmengatur lmengenai l“kekebalan”16 ladvokat ldalam lmenjalankan ltugas 

lprofesinya luntuk lkepentingan lkliennya ldi lluar lsidang lpengadilan ldan ldalam 

lmendampingi lkliennya lpada ldengar lpendapat ldi llembaga lperwakilan lrakyat. lPasal 

l18 layat l(1) lUndang-Undang lAdvokat ljuga lmenyebutkan lbahwa ladvokat ltidak 

ldapat ldiidentikkan ldengan lkliennya ldalam lmembela lperkara lklien lbaik litu loleh 

lpihak lyang lberwenang lmaupun loleh lmasyarakat. lHal ltersebut lterkait lperan 

ladvokat lsebagai lprofesi lmulia latau lofficium lnobile lyang memiliki kebebasan dalam 

melaksanakan tugasnya sehingga advokat tidak terikat pada hirarki birokrasi. 

Selain itu juga advokat yang merupakan penegak hukum diharapkan mampu 

berpihak kepada kepentingan masyarakat atau kepentingan publik. 

 

3. Organisasi Advokat 

Pengertian lmengenai lOrganisasi ladvokat ldisebutkan lsecara leksplisit lpada lPasal l1 layat 

l(4) lUndang-Undang lAdvokat lyang lberbunyi: l“Organisasi lAdvokat ladalah lorganisasi 

lprofesi lyang ldidirikan lberdasarkan lUndang-Undang lini.” lOrganisasi ladvokat ldiatur 

ldi ldalam lBab lX lUndangUndang lAdvokat lyaitu lpada lPasal l28-30. lPasal l28 lUndang-

Undang lAdvokat lmenyatakan lbahwa: l“Organisasi lAdvokat lmerupakan lsatu-

satunya lwadah lprofesi lAdvokat lyang lbebas ldan lmandiri lyang ldibentuk lsesuai 

ldengan lketentuan lUndang-Undang lini ldengan lmaksud ldan ltujuan luntuk 

lmeningkatkan lkualitas lprofesi lAdvokat.” lPasal ltersebut lmenegaskan lbahwa 

lOrganisasi lAdvokat lmerupakan lsuatu lwadah lyang lbebas ldan lmandiri lbagi lpara 

ladvokat ldengan lmaksud ldan ltujuan lagar lkualitas lprofesi ladvokat ldapat 

lberkembang. lUndang-Undang lAdvokat lmengamanatkan luntuk lterbentuknya lsatu 

lwadah lprofesi ladvokat ldalam lwaktu lpaling llambat l2 l(dua) ltahun lsetelah lUndang-

Undang lAdvokat lresmi lberlaku, lmaka lpada ltanggal l7 lApril l2005 lterbentuklah 

lPerhimpunan lAdvokat lIndonesia l(PERADI) lyang lmerupakan lhasil ldari lKomite 

lKerja lAdvokat lIndonesia l(KKAI) lyang lberanggotakan l8 l(delapan) lorganisasi 

ladvokat.19 lPada ltanggal l30 lMei l2008 lpara ladvokat lmenyelenggarakan lKongres 

lAdvokat lIndonesia l(KAI) ldi lJakarta lyang lkemudian lmelahirkan lorganisasi ldengan 

lnama lyang lsama lyakni lKongres lAdvokat lIndonesia l(KAI). lKAI ldibentuk lkarena 

lterbentuknya lPERADI ldianggap loleh lsejumlah ladvokat lkurang ldemokratis, 

linkonstitusional d
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KESIMPULAN 

 Implementasi lhak limunitas ladvokat ldi lIndonesia lImplementasi lhak limunitas ladvokat 

ldi lIndonesia lmasih lbelum lberjalan lsebagaimana lyang ldiatur ldi ldalam lketentuan lUndang-

Undang lNomor l18 lTahun l2003 ltentang lAdvokat lkhususnya lPasal l16, lyaitu lseorang ladvokat 

ltidak ldapat ldituntut lbaik lsecara lperdata lmaupun lpidana lketika lsedang lmenjalankan 

lkapsitasnya ldalam lmembela lkepentingan lklien. lHal ltersebut ldapat ldilihat ldari lcontoh lkasus 

lPutusan lPengadilan lNegeri lJakarta lPusat lNomor l344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST, lyang 

lmenjadikan l2 lorang ladvokat l(Obed ldan lIgor) lsebagai lterdakwa. lTerlepas ldari lputusan lbebas 

lyang ldiputuskan loleh lMajelis lHakim lPengadilan lNegeri lJakarta lPusat, lyang lperlu ldicermati 

ldari lcontoh lkasus ltersebut ladalah lhak limunitas ladvokat luntuk ltidak ldapat ldituntut lsecara 

lpidana lketika lsedang lmelaksanakan lpendampingan lterhadap lkliennya lternyata lbelum 

ldan/atau ltidak ldilaksanakan lsesuai ldengan lketentuan ldalam lPasal l16 ltersebut ldi latas. l2. 

lHambatan lyang ldialami loleh ladvokat ldalam lmengimplementasikan lhak limunitas ldi lIndonesia 

ldan lcara lpenyelesaiannya lHambatan lyang ldialami loleh ladvokat ldalam lmengimplementasikan 

lhak limunitasnya lantara llain lsebagai lberikut: la. lSebagian lbesar lpenegak lhukum lyang llain 

l(polisi, ljaksa ldan lhakim) lserta lmasyarakat l(pihak llawan latau lkeluarga lkorban) ltidak 

lmemahami ldan/atau lmengetahui lmengenai ladanya lhak limunitas ladvokat lyang ldiatur ldalam 

lUndang-Undang lAdvokat; lb. lPosisi ladvokat lsebagai lsalah lsatu lpenegak lhukum ldi lIndonesia 

lyang lsejajar ldengan lpenegak lhukum lyang llain l(polisi, ljaksa, lhakim) lbelum ldipahami ldan/atau 

ldiketahui loleh lpenegak lhukum lyang llain l(polisi, ljaksa) lmaupun lmasyarakat l(pihak llawan latau 

lkeluarga lkorban). lSehingga lhak limunitas ldari ladvokat lbelum ldapat ldilaksanakan 

lsebagaimana lketentuan ldalam lUndang-Undang lAdvokat. lHal ltersebut ldipengaruhi loleh lfaktor 

linternal ldan lfaktor leksternal lyaitu lsebagai lberikut: l1. lFaktor linternal lyaitu lberasal ldari 

ladvokat ldan lorganisasi ladvokat. lPerilaku ladvokat lyang lkurang lmenjunjung lkode letik ladvokat 

lserta lorganisasi ladvokat lyang lterpecah lbelah l(tidak lada lwadah ltunggal lbagi lpara ladvokat); l2. 

lFaktor leksternal lyaitu lberasal ldari lpenegak lhukum llain l(polisi, ljaksa, lhakim) ldan ldari 

lmasyarakat lumum l(pihak llawan latau lkeluarga lkorban). lHak limunitas ladvokat lserta lperanan 

lhak limunitas ladvokat luntuk lmenjaga lindependensi ladvokat ldari lintervensi lpihak llain ldalam 

lpenegakan lhukum ldi lIndonesia lbelum ldipahami ldan/atau ldiketahui loleh lpenegak lhukum 

lyang llain l(polisi, ljaksa, lhakim) ldan lmasyarakat l(pihak llawan latau lkeluarga lkorban). 

lPermasalahan ltersebut ldapat ldiselesaikan lantara llain lsebagai lberikut: la. lMembentuk lsatu 

lwadah l(single lbar) lorganisasi ladvokat lsesuai ldengan lyang ldiamanatkan ldi ldalam lUndang-

Undang lAdvokat lagar lpara ladvokat lmempunyai ltempat latau lwadah lyang ldapat lmenaungi ldan 

lmemberikan lperlindungan lterhadap lprofesi ladvokat ldi lIndonesia lserta ldapat lmengontrol 

lperilaku ladvokat lagar lsenantiasa lmenjunjung lkode letik ldan lperaturan lperundang-undangan 

lyang lberlaku ldi lIndonesia; lb. lHarus lterdapat lhubungan lyang lproporsional l(sesuai ltugas, 

lfungsi ldan lkewenangannya lmasing-masing lsebagai lpenegak lhukum ldi lIndonesia) lantara 

ladvokat ldengan lpenegak lhukum lyang llain l(polisi, ljaksa ldan lhakim) lkarena lpada ldasarnya 

ladvokat ldan lpenegak lhukum lbaik litu lpolisi, ljaksa lmaupun lhakim lmempunyai lkedudukan 

lsetara l(kedudukan lyang lsama lsebagai lpenegak hukum). 
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